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MENTERI DALAM NEGEKI
REPUBLIK INDONESIA
a NEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 174 TAHUN 1997
TENTANG
o 3
' PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN - %ﬁ
r RETRIBUSI DAERAH L
MENTERI DALAM NEGER]
vientmbanyg : bahwa scbagai pelaksanaan Pasal 10 Ieraturan Pemerintah Nomor 20
Fahun 1997 tentang Retribusi Daciah dipandang perlu ditetapkau Pedoman
Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negert. ’
viengingal oL l_imlf'nu!,-mul‘;im.', Nomor 5 ‘Tahun 1974 lcntﬁng Pokok-pokok
Pemermtaban di Dacraly (Lembaran Negara Tahon 1974 Nomor 38,
Tambalan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak Dacrah  dan
Retribusi liacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan l.s,cilll)ill'illl Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembatan Negara  Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3692); + ~
4. Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tehtang
Owpamsasi - dan Tata - Kurja Departemen Dalam Negeri;
: - MEMUTUSKAN.........
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MEMUTUSKAN
. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
TATA CARA  PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH. '

. oy ®

o

: . o %, ek
| BABJ % 2

KETENTUAN UMUM
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Pasal |

Dalam Feputusan  ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom yang selanjulnya disecbut Dacrah adalah Kesatuan
masvarakat 'huk:um 'yang mempunyai batas wilayah terentu yang
berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganys scndini dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepala Dacrah’ adalah gubemur  Kepala PDacrah Tingkat 1, atau
Bupati(Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat 11

¢ Pejabat vang ditunjuk  adalah Pepawai yang diberi tugas tertentu

dibidang renibusi sesuai dengan Peratutan Perundang-undangan ying
berlaku: ‘ :

¥,
G ‘

4 Rembusi  Dacrah yang selanjumya  discbut Retribusi, adalah
pungwtan - Dacrah sebagai pembayaran  atas jasa atau  pemberian
van tertenty  yaig khusus  discdiakan dan atau diterikan  oleh
pemernal Dacrah  untuk kepentingan orang pribadi atau badaw;

¢ Swat Pemberitahuan Retribusi Daciah,  yang sclanjutnya disingkat
SPIRD adalah  surat  yang digunikan olch wajib Retribusi untuk
melaporkan perhitungan  dan pembayaran Retribusi yang terutang
menurut Peraturan Regribusi; P

[ Wajib Reuibusi adalah ofang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau  pemotong Retribusi-.

tertentu;

g. Masa. Retribusi adalah suatu  janpka  waktu tertentu yang
merupakan batps waktu bagi wajib Retribusi untuk memaniaatkan jasa
dan penizinmi  tertentu dari Pemerintah DPacruh yang
bersangkutan, | o

h. Surat .......
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; ’ h. Surat  Ketctapan - Retribusi Dacrah,  yang  dapat disingkat SKRD,
au'[uluh Surat, Kceputusan  yang menentukan  besamnya  jumlah
Reibusi yatip fcrutang; '

i, Sueat Tagihan Retribusi Dacrah, yang  dapat disingkat STRD, adalah
sural untuk inclakukan tagiban retribusi dan awtau sunksi  administrasi
berupa bunga dan itau denda;

. I
1. Pendaffoan dgff” Pendataan  adalah  scrangkaian Kegiatan  untuk
mempeioleh daia/informasi  serta penatausahnan  yang  dilakukan
oleh  petugas Retribusi dengan secara penyampaian STRD Kepada
wajib Rewnbusi untuk diisi secara lengkap dan benar, E., l‘
' S %

k. Nomor Pokok Wajib Retribusi Dacrah - (NPWRD) adalah  Nomor
Wajib Reuibusi vang dJidaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib
Reuibusy; o ’ 4 '
R}
I Perhitungan keuibusi Daerah adalah perincian besanya Retribusi
yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Reuibusi,
. bunpa. kekurangan  pembayaran  Retiibusi,  kelebihan pembayaran
i ~ Retribusi.  maupun  sangsi administrasi;

W/ @ m. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SERDEN. adylah surat keputusan yang, nienentukan fumlah kelebihan
pembavaran Retribusi karena jumlah kiedit Rettibusi delaly “besar
duripada Kctnl}uai yang terutang dan tidak seharusnya terutang,

n. Swiat Retetapan Retribusi Dacrah Kotang Bayar, yang  disinghat
] SKRDEB  adalah Swat Keputusan  yang  memnnuskan  bgsanya
Retibusi Dacrnh yang terutang. £

v o. Surat Fetetapan Retribusi Dacrah I\’ug‘:gillg Bayar Tambahan yany
' disingkat  SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang mencntukan
Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yﬁng telah ditetapkan.

p. Pembayaran  Retribusi  Daegah adalah  besarnya kewajiban — yang
harus dipenuhi - oleh  Wajib- Retribusi sesuai  dengan SKRD dan
STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas
waktu yang telah ditentukan; ;

q Penapban Retribusi  Dacrah adalah scrangkaian  kegiatan
- pemungutan Regribusi  Daeral yang diawali dengan penyampatan
Surat  Peringatan, Surat Teguran yang bersangkulan  melaksanakan %
kewajiban wintuk membayar Retribusi sesuai dengan jumbah Retribust
yang eutang,
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Jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan. -,

;
wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT
yang belum Daluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih tethutang.

P
BAB 1l

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAT AR

Pasal 2

(1) Unwk ~ mendapatkan  data Wajib  Retribusi ~ perlu dilaksanakan
pendaftaran dan pendataan terhadap wajib  Retribusi baik yang
berdomisili didalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar
wilayah Dacrah tetapi memiliki objek Retribusi di Wilayah Dacrah
yang bersanghutan, S - _

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan
dokumen yang diperlukan berupa formulir pcnda{’laraun dan pendataan
disampaikan kepada Wajib  Reuibusi yang bersanghutai.

(3) Sctelah  formulir pendaftaran  dan pend»taan dikirim/disampaikan
kepada Wajib Retribusi diisi dengan  jelas, lengkap dan  benar,
dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan 19<§§gisi Daftar
Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut B

(1) Daftar Induk Wajib Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.
BAI I

J
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 3
(1) Penetapan retnibusi berdasarkan SI'TRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal >S‘P'I’Rl) tidak dipenuhi oleh  Wajib Retribusi schagai-
mana mestinya, maka diterbitkan SKR1) sccara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaunana dimaksud ayat (2) ditctapkan
olch Kepala Daeral.

. 3‘! .
Pasal 4 ¥

Apabila  berdasarkan  hasil pemeriksaan  ditemukan data baru dan atay
data yang scmula belum  terungkap yang menycbabkan penambglian
4
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J' FATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5 : o Al

(1) Pembayaran ‘. Rewlbusi  Dacrah dilakukan di Kas - Daecrah  atau
ditempat lain yang ditunjuk scsuai wakiu  yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan. -

.
+

¢ (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka

hasil penerimaan Retribusi Dacrah harus disetor ke Kas Dacrah
selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalamn wakw yang ditentukan oleh
Kepala Dacrah.

(3) Apabila. pembayaran  Retribusi dilakukan setelah  lewat  wakiu
vangditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). maka dikeng <un
canks) adinmistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan
imenesbithan STRD.

t

Pasal 6

(1} Pembavaran Retribusi harus dilakukan  sccara tunalunas.

(2 bepada Dacrale atan Pejabac yang ditunjuh  dapat memberi iz
kepada  wajib Retribusi untuk mengangsur Ketribust terutang dalam
aneka waktu tertenty dengan alasan yang  dapat dipenanggung
yavwablan. | ‘

(3) fat cara pembayaran Retribus scbagammana dimahsud pada ayat (2)
ditctaplan oleh Kepala Dacrah,

() Képalu Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib
Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu
van ditentiakan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,

F Pasal 7

(1} Pembayaran Retribusi sebagaimana dintaksu “dalam Pasal 6 diberikan

nda bukti pembayaran.

L
.

, .
(2) Setiap pempayaran dicatat dalam buku penerimaan,
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran

Reuibusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V...
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| TATA CARAPEMBUKUAN DAN PISLAPORAN

o : Pasal §

(1) SKRD, SKRD secara Jabatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
SKRD tambahan sebagaima “_a dimaksud dalam Pasal 4 dan STRD
sebagaimana dinaksud dalanrasal 5 ayat (3) dicatat dalam buku jenis
Rewnbusi masing-masing. ¥

5,
¥
i

R g

(2) SKRD. SKIRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk

musingquséng Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
) (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan seSuai nomor beikas secara
< berurutan. .
. |
' Pasal v
: '+
2, ' (1) Besarnva Penctapan  dan "!fc;))'uitjt'aill Retnbusi dibimpun dalam
.“E buka jonts Reuibus, é ‘ ‘ W
o, (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
. ‘ Jeu " chag | y
" (1) dibuat dafiar penetimaan dd@, rungfpakan nerjems retribusi.

(5) Berdazwkan:  dafiar  pencrimaan  dun tunggakan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penernimaan  dan
tunggahan perjenis Retribusi sesuai masa rewibusi,

BA VI
v . FATA CARA PENAGIHAMN RETRIBUST Y
Pasal 10
(1) Pengeluaran Surat 'l“eguraxilpcrirlgala|1/5l1|al lain yang sejenis scbagai
7 awal undakap pelaksanaan penagiban Rewibusi dikeluaikan sepera
U setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, '

(2) Dalam  jangka  wakte 7 (tujuh) hari  sctelah tanggal S
Tegwaw/peringatan/surat lain yang scjends;  wajib - Retribusi havus
melunasi Rewribusinya yang terutang, ™

+

(3) Swat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikcluarkan oleh
pefalat y ang ditunjuk.

% ’ Pasal 11.... ..
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Pasal 11

Beatuk-bentak formulir  yang  dipergunakan untuk -i‘%aksmmun
Penagiban Retnbust Dacrah sulgx\i.guimunu dimalksud Pasal 10 ayat (1)
diictapban oleh Fepala Daeraly, X+

i

y BAI VI g
;ﬁ 4 ¥

'Ef_‘!\'l A CARA PENGURANGAN, i{i:RIN‘fJ!\.N.-\I\J
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Eepala Dacrah dapat membenkan  pengurangan, keringanan  dan
pembebasan Retnbust.

(7 Fata cara pembenian pengurangan, kennganan dan pembebasan
Retbus sebapmmana donaksud  pada avat (1) ditetapkan oleh Kepala
[aciith

V.3

4 BAL VI

FATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
FITETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
CAME ST ADMINISTIAST DAN PENMBATALAN

Pasal 13

(1) Wapb Rewnbust dapat mengayuhan permohonan Pembetulan SKRD
G STRD  vang  dalam pencibitannya terdapat kesalahan tulis,
hevalahian Totny dan atau kehelmwan dalam penerapan peratuian
perundang-undangan Retibus Dacrah,

(2) Wajgib Reuibusi dapat mengajukan permohonan,  penguianpan atau
penghiapusan  sanksi administrasi — berupa bunga dan kenatkan
Retibust yang  terutang  dalam  hal - sankst tersebut dikenakan
katena kekhflafan wapb Retrbust atau bukan karena kesalabiannya

(3) Wayb Retribusi dapat mengajukan permolionan pengurangan — atau
pemibatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar,

(1) Permohonan pembetulan :scl):i;',uimunzt dimaksud ayat (1), pengurangan
ketetapan,  penghapusan — atau  peagurangan  sanksi adinnistrasi
schagaimana  dimaksud ayat (2) dan  pembatalan sebagatnana
dunaksud pada ayat (3) harus disampaikan sceara teriulis oleh Wa)ib
Rembusi kepada  Kepala  Dacrah, atau  Pejabat yang ditunjuk
paly

17117 GO 4
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lawna 30 (Tiga puluh) hari sejak tangpal diterima SKRD dan STRD
dengan memberikan alasan  yang jelas. dan  meyakinkan untuk
mendukung permohonannya,

(9) Keputusan  atas permohonan sebagaimang dimaksud pada ayat (2)
dilcluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling
L 3 (uga) bulan scjak Surat Permolionan diterima.

;

(6) Apabila scielah lewat 3 (tiga) bulan schagaimana dimaksu pada ayat
(3) Kepala Daerah  atay Pejabat yang ditumpuk  tidak mem-
benkan Keputusan,  maka pcmm!miﬁn pembetulan, pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengutanpan sanksi administias; dan
petnbatalan dianggap dikabulkan,

BADB X
TATA CARA PENYLELESAIAN KEBERATAN
Pasal 14

Vi) MWanb o Reutbus dapat mengajukan permohonan keberatan atas
SHED ll.:ill STRD

v ennohionan keberatan sebagaiamana dimaksud pada avat (1) harus
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dacrah agag pejabat yang
ditanyol. paling lama 2 (dua) bulan sejak tangeal SKED dan STRD.

) Pengajuan keberatan ndak menunda pembayaran.

. ;

n il.gl{;'l':ii.uhxlll;in heberatan sebapamana dimaksadd pada ayvat (1) dan
dvdt (2) hatus diputuskan oleh Kepala Daerah ata pejabat  yang
ditunguk dalame jangka wakgu paling lama 6 (enam)  bulan scak
taneval sutat permohonan keberatan ditcri

BADB X

FATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIIAN PEMBAYARAN REETRIBUSI

asal 15
(1) Wapib Retibusi harus mengajukan peimohonan secara tertulis kepada

Kepala Dacial untuk perhitutggan pengeaibalian kelebilai pembayaran
retihg F: ¥

(2) Atas. .




e o

§ :

(Z) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelebilan pembayaran Retiibust  dapat langsung
tetletnh dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunpa oleh Kepala Daceah,
]

(3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang  berhak atas
kelebile  pembayaran  tersebut dapat  dipedhitungkan

pembayaran Retrtbust selanjutny

_|
Pasal 16
4‘. A ; . ¥ t A = N
% ¢ (1) Dalkan hal kelebihan  pembayaran  Retribasi  yang, masih Lergisa
5 setelah - dilakukan  perhitungan scbagaimana - dimaksad pa
15, diterbitkan SKRDLB  paling  lambat 2
diteriinanya  permohonan  pengembahian kelebihan
Retribus
(2) Kelebihan  pembayaran rewibusi  scbagaimana dunaksud pada ayat
(1) dikembahilan kepada Wagih Retribusi paling fambat 2 (dua) bulan
sejak dierbitkan SKRDLLE.
(3) Pengembahan Felebithan Pembayaran Rewribust  dilukukan  setelih
; fewat wakte 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDEB, Kepala
g Pacrah embenkan unbalan bunpa 2% (dua persen) scbulan
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribus,
Pasal |7
_g Chy Pengembalian sebagammana dimaksad  daliun
Ny dengan menerbitkan Surat Penmtah membayar kelebihan rembust,

(7) Atas  perhitungan sebagaimana dunaksud

duerbitkan bukte pemmdah bukuan yang bedaku upa sebagar buki

pesilayvatin
HAL N

£ KRETENTUAN LAIN-LAIN

P

Pasal 18

Dmas Pendapatan Dacrah merupakan koordinator pungutan Rewibugi

1 Jacrah,

dipechitungkan
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BAI X1l g

»
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KETENTUAN PENUTUR ©  ©

Pasal 19

, Dengan  ditetapkannya Keputusan ini maka  semua ketentuan yang -
bententangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 20
Keputusan i mulai berlaku pada  tanggal ditctapkan.

Ditetaplan & Jakana
pada tanggyl 30 Gt ober 1997

MENTERE DALLAM NEGERI,
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PERATURAN DAFERAH KABUPATEN/KOTAMADYA

BATSRAH TPINGIGNT U aassmmmne PROVINSTE S i i

Menimbang @ a
b.
NMengingat .
)]
3.

NOMOR .o TAUUN ... S0
TENTANG
RETRIBUSTHIZIN GANGGUAN

DENGAN RATINAT TUIHAN YANG NMATIA ESA
BUPATIANALIKOTANMADY A KEPATA DAERATL

EINGIKAT T siaamansaais

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputasan Menteri Dalam Negeri
Nomor.....Tahun. ... tentang  Ruang Lingkup  dan  Jenis-jenis
Retribusi Dacrah Tingkat T dan Dacrah Tingkat 11, maka Retribusi
1zin Gangguar merupakan jenis retribusi daerah tingkat 11,

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huaral

a, petlu diatur dengan Peraturan Dacrah,

Undang-Uelang Nomor ... Tahun tentang Pembentakan
Dacrah Kabupaten/Kotamadya Dacrah Tingkat 110 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun .. - Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noino A

Undang-undang Nomor 228 Tahun 1920 yaee telah diubah dan

M

disempurnakan terakhir dengan Sthe Necaor A5G Tahan 19490

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Uasan
Piatang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomar 150, Tambahan  Lembaran Negara Republik — Indonesia
Nomor 2101).

Undang-undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 1967 Nomor |,
Tambahan Lembaran Negara Republih Indonesia Nomor 2818) jo
Undaog-undane NMomor 12 Tabon 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penimaman
Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor
29:4),

Contolt e Beteibosi Sz Congeegonr Dophea 10TRM Maed 1998
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 1908 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 33, Tambahan FLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2853) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan  Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang
Penanaman Nodal Dalam Negen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2944);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Pemerintahan i Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);

Undang-nndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-
undang ukam Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang . Nomor 5 Tahun 1984 tentang  Perindustrian
(Lembaran Negara: Republik - Indonesia Tahun 1984 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274),

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
(Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (entang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.1(':‘).‘;);

Undang-undang - Nomor 23 Tahun 1997 (entang PPengelolaan

Lingkungan Tidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3699),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang I'elaksanaan
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis

Mengenai - Dampak  Lingkungan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Homor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3338),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang  Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
1997, Tambahan Negara Republik Indonesia 3692);

CKeputesan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992

tentang Tata Cara Penanaman Nodal,

Contolt Perda Reseibusi Fin €amggenan Dep-Kea IRV Mei 19958
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L6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang
Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor |
Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

[7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor <1 Tahun 1987 tentang
Pencibitan Pungutan-pungutan  dan Jangka  Waktu Terhadap
Pemberian Tzin Undang-undang Ganggoan (IHinder Ordonantie);

| I8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan  Kawasan
Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IM13)
dan 1zin Undang-undang Gangguan (UUG)/LIO bagi Perusahaan-
perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industii;

1O, Peratnran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 (entang Tata
Cara Pemberian 1zin Mendirikan Bangunan (INTB) serta izin Undang-
undang Gangguan (UUG)/HTO - bagi Perasahaan-perusahaan yang
berlokasi diluar kawasan industii;

200 Keputusan Menteri Dalam Negert Nomer 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Dacrah tentang Pajak  Dacrah
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah,

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 (entang
Pedoman Tata Cara penungutan Retribusi Dacrah;

20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 (entang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

A3 Instrukst Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pemberian 1zin NMendiriban Bangunan dan 1zin Undang-
undang Gangguan Perusahaan;

24 Keputusan Menteri Dalnn Negeri Nomor —Tahun - tentang Ruang
Linghup dan Jenis-jenis Retribusi— Dacrah Tingkat 1 dan Dacrah
Tingkat 11,

MEMUTUSKAN

Menctapkan @ PERATURAN DALERATI KABUPATEN/KOTANMADYA
DAERAIL TINGKAT 1 ..., vivhmavis TENTANG RETRIBUSI
I7ZIN GANGUAN

kD
BADB

; INETENTUAN UNLUN
Y Pasal |

v a. Dacrah adalah Kabupaten/Kotamadya Dacvah Tinghat 11 ... .

b Pemerintah - Dacrah adalah - Pemerintah - Kabupaten/Kotamadya
Dacrah Tinelat 11 ;

¢ Kepala o Dacrah adalah Bupati/Walikotamadya  Kepala  Dacrah
ADERAET o e
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara  atau dacrah dengan o nama dan bentuk  apapun,
persckutuanperkumpulan, firma,  kongsi, Koperasi, yayasan, alau
orpanisasi yang scjenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap
serta badan usaha lainnya;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retiibusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Dacrah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas  kegiatan  pemanfiatan ruang,  penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
suna - melindungi kepentingan umum - dan menjaga kelestarian
lingkungan,

Retnibuse Tzin Ganggzouan yang sclamutoya dischut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin tempat_usaha kepada orang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan
vangguan, tdak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk
oleh I’L‘!IlL‘liIll.‘!]l Pusat atau Pemerintah Dacrah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribust diwajiblan untuk melakukan
pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanlaathan izin tempat

usaha; —
Surat Pendaltaran Objek Retribusi Dacrah yang selanjutnya dapat
disingkat SPAORD  adalah surat yang  dipergunakan oleh - Wajib
Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi
schagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang,
menurut peraturan perundang-undangan cetribusi Dacrah,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk sclanjutnya disingkat SKRD
adalah surat Leputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
vang terutang,

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar untuk selanjutnya
disimgkat SKRDKB adalah - Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retiibusi yang teratang,  jumlah kredit retribusi,

jumlah Eckuangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah luiang Bayar Tambahan untuk
selanjuiya disingkat SKRDKBT adalah - Surat - Keputusan  yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
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Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar untuk  sclanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi Karena jumlah Keedit retribusi lebih
besar dari retribusi yang, terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Dacrah untuk sclanjutnya disingkat STRD
adalah “surat untuk  melakukan tagihan retibusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

Pemeriksaan — adalah  scrangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan  lainnya
dalam rangka  pengawasan  Kepatuhan  pemenuhan kewajiban
perpajakan dacrah dan retibusic berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan dacrah dan retribusi,

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya dischut Penyidikguitgk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti it membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan dacrah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAD 11
NANMA, OBJEK DAN SUBRJEK RETRIBUSI

Masal 2

Dengan nama Retribusic zin Gangguan dipungut retribusi - sebagai
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi
atau badan di Tokasi tertento yang menimbulkan bahaya, kerugian dan
pangguan,

asal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang

(2

pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya,
keragian dan gangguan,

) Dikecualikan  dari - objek retribusi adalah tempat usaha yang
lokasinya telah  ditunjuk  oleh  Pemerintah - Pusat dan atau
Pemerintah Dacrah,
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Pasal
Subjek Retvibusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
tempat usaha
BAR T
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5 _ B

L

Retribusi 1zin - Gangguan digolongan  schagai - Retribusi Perizinan
Tertentu,
BADB TV
CARAMENGURKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa dinkur berdasarkan perkalian antara luas
roang tempal usaha dan indeks lokasi/indeks gimgguan

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalab Tuas bangunan yang dibitang schagai jumlah luas setiap lantai.

(3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksad pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

ICawasan Industri mdel.s e
Kawasan Perdagangan INUCKS! i ve i vl
IKawasan Parnwisata mndeks . -

5

Kawasan Perumahan dan Permukiman indceks

BAD YV

PRINSIP DAN SASARAN DALANM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIE

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasacan dalam penctapan stiuktor dan besaran taril’

retibusi didasackan pada tjuan untuk menutup - biaya

penyelenggaraan pemberian izin.
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(7) Biaya  schagaimana  dimaksud  pada ayat (1) _ncliputi - biaya
pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, Biaga pemeriksaan,
dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian,

BADB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PPasal 8
(1) Taril digolongkan berdasarkan luas raang tempat usaha,

(2) Besarnya tanil sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan

sehagai berikut

luas < 1000 m2 IS e

luas 1000 m2 s/d 2000 m?2 Bt

luas 2001 m2 s/d 4000 m2 LS e L
- luas > 4000 m2 Rp. ...

BADB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9
Retribusi yang, teatang dihitung dengan mengalikan taril” schagaimana
dimaksud - dalam pasal 8§ ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa
schagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1),

BAB VI

WILAYAI PENUNGUTAN
Pasal 10

Retabusi yang teratang dipungut dio wilayah Dacrah tempat izin usaha

diberikan,
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DADBIX
NASA RETRIBUSI DAN SAAT RISTRIBUSTI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun,
kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.,

BADB N
SURAT PENDAFTARAN

Masal 13

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPJORD.

(2) SPJORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
henar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
Kuasanya.

(1) Bentu® [ isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD
ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

BAD XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayal
(1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan, :

(.2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

Wy )
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BADB XTI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,
(2) Retribusi dipungat dengan menggunakan SKRD atan dokumen lain
yang dipersamakan, dan SKRDKBT,
BADB XTI
SANKST ADNMINISTRASI
Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribust tidak membayar (epat pada waklunya atau
Kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%
(dua persen) setiap bulan dari retribust yang teratang atau kurang,
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.,
BAB X1V
“TATA CARA PEMBAYARAN
PMasal 17

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sckaligus di muka untuk |
(satu) kali masa retribusi,

. . . . Ve L R v

(2) Retribusi yang terutang dilunasi SL‘illillllhill-|;l|!l|1;|{i‘lj’ﬂhm1 (lima belas)
hari scjak  diterbitkannya - SKRD - atau dokumen  Lain - yang

dipersamakan dan SKRDKBT,

(3) Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi
diatur dengan keputusan Kepala Daeral,
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BAB XV
TATA CARA PENAGIHIAN
Pasal 18

Retibusi terutang berdasarkan . SKRD - atau dokumen lain - yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan
yang menyebabkan jumlah retribusi yang haras dibayar bertambah, yang,
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB XVI
KEBERATAN

I"asal 19

Wajib Retrtbusi dapat mengajukan keberatan ]I_d{llZﬁilﬁ.h‘l.‘pillhi Kepala
Dacrah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDILI3.

Keberatan diajukan cccara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas

Dalam  hal Wajib - Retribusi - mengajukan keberatan atas ketetapan
retriibust, Wagib Retribusi harus dapat membuktikan - ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus digukan dalanm jangka wakta paling Tima 2 (dua) bulan
scjak  tangeal  SKRD - atau dokumen  Tain yang  dipersamakan,
SKRDKBT, dan SKRDLB dierbitkan, kecuali apabila Wajih Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu it tidak  dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya

Keberatan yang tdak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap schagai surat keberatan, sehingga
tidak dpertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi
Pasal 20

epala Dacrah dalom jangka waktu paling i O (enam) bulan sejak
tanggal - Surat Keberatan diterima harus - memberi Leputusan  atas

keberatan yang, dinjukan.
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i (2)  Keputusan Kepala: Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima
!4 scluruhnya  atau  scbagian,  menolak,  atau  menambah besarnya
:g"i,' retribusi yang terutang,

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Dacrah tidak memberikan — suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

Drviets

T

i
f
!'.Iu
{
I
{ S
’,‘_;;E'
R
W1
it *y/
ki BAB XVI
i:i PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENIBAYARAN
o AT
J il s
?‘l' Pasal 21
i
(1) Atas kelebiban  pembayaran retribusi,  Wajib - Retribusi - dapat
s mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah,
‘ (2) Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan
gl sejak diterimanya  permohonan kelebihan  pembayaran  retribusi

{ schagaimana  dimaksud  padaayat (1), harus  memberikan
[ keputusan,

|
(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

' dilampaui - dan Kepala Dacrah  tidak - memberikan  keputusan,
| permohonan  pengembalian  retribusi  dianggap  dikabulkan  dan

; SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wak paling lama |
[ (satu) bulan. .

' (4) Apabila Wajib  Retribusi - mempunyai utang  retribusi - lainnya,
' kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
1! . . . .

f (1) Tangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
l retribusi tersebut.

!

(5) Pengembalian — kelebihan  pembayaran — retribusi— sebagaimana

{ dimaksud pada ayat (1) dilakukan datam jangka waktu paling lama
| 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,

' :

(0) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan  setelah

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dacrah memberikan

i imbalan bunga sehesar 2% (dua persen).
|
| PPasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala: Dacrah dengan sckurang-kurangnya
menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
D, masa ictribust:

c. besarnya kelebihan pembayaran,
d. - alasan yang singkat dan jelas,
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(2) Permohonan pengembalian— kelebihan pembayaran— retribusi
disampatkan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos
tercatat. merupakan bukti saat permohonan diterima olch Kepala
Dacrah,

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan  dengan  mencerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi,

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4),
pembayaran - dilakukan  dengan cara pemindahbukuan  dan - bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Masal 24

(1) Kepala Dacrdh dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberinan pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1) dengan memperhatikan  kemampuan
Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha
kecil untuk mengangsur,

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) antara
lain diberikan kepada Wajib  Retribusi yang ditimpa bencana
alam, kerusuhan,

(4) Tala cara pengurangan, keringanan dan pembebasan  retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB XVII
INADALUWARSA PENAGIITAN
Pasal 25

(1) Hak untuk  melakukan  penagihan Retibusi,  kadaluwarsa  telah
melanipaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung  scjak  saat
terutangnya Retribusi, keceuali apabila Wapib Retribusi melakukan

tindak’ pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran, atau
b. ada pengakuan utang  Retribust dari Wajib - Retribusi - baik
langsung maupun tidak langsung,

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
BAB XIN
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1) Wajib Rewibust yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
merugikan Kevangan Dacrah diancam pidana Kurangan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak < (cmpat) kali jumlah

Retribusi yang terutang,

2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
yang | h ue

BAR XN
PENYIDIKAN
Pasal 27

(1) Pejabat Peganvar Negert Sipil tertentu dilingkungan 'emerintah
Daerah dibert wewenang kKhusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahan 1981 tentang

Fukum acara pidana -
o
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

"N

b.

]

d.

o

Menerima,  mencari dan mengumpulkan  serta meneliti
keterangan  atau laporan  berkenaan  dengan  tindak  pidana
dibidang  Retribusi - Daerah  agar  keterangan  atau  laporan
tersehut menjadi lebih lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan  mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan schubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Dacrah;

Memeriksa buku-buku, catatan-caiatan dan dokumen-dokumen
ain - berkenaan  dengan tindak  pidana  dibidang  Retribusi

&

Dacral;

Melakukan  penggeledahan untuk  mendapatkan bahan  bukti
pembukuan,  pencatatan  dan  dokumen-dokumen  lain - serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti (ersebut;

Mceminta bantuan tenaga ahli dalam rangha pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribust Dacrahy;

Menyurah berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan
alau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung  dan
memeriksa identitas orang  atau  dokumen  yang  dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

Memotret  seseorang yang  berkaitan dengan tindak  pidana
Retribusi Dacrah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau sanksi;

Menghentikan penyidiking

Melakukan  tindakan  lain yang  perlu untuk  kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah menurut

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik  schagaimana  dimaksud  pada ;l_\':;‘l (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikain dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut umuin sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana,
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BADB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Yasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini Ketentuan yang telah ada

schagai pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten/Kotamadya .........
PIORINSIOE s b ceriis s oin NOMOE & icianie Tabun- i
LT E T A R serta Peraturan Dacrah Perubahannya

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 29

Hal-hal - yang  belum  cukup  diatur dalam Peraturan Dacraly ini,
sepanjang  mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah,

Pasal 30

Peraturan Dacral int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan - Peraturan Dacrah ini dengan penempatan  dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten/Kotamadya Dacrah Tingkat 1 ............
REONISE P e i s :

T 1

DIEDRAN I i nrmssrnsins
Pada tanggal S e TR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERALI BUPATI/WALIKOTANMADYA
KABUPATEN/KOTAMDYA DAERAH TINGKAT I ..ccveuenes
RINTSIRINTHEETINGICAT LT s cimiisiesivesasssvins
KIETUA,
(R, o o T F T PR LT A LT 2] () enaneisess Cisvivia v e e s e a i s e ians)

Fales AR = RAIG(HI0))
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